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Abstrak

UU N 23 ‘ahun 1997 tentang Pengelolaan ngkungan H1dup memuat
_ sank31 admmlstras; perdat da_ __pdana _ _'marhngkung-
_"__:'_an ‘Pada hukum hngkungan pidana ancaman sank31 p:dana pada delik
3.':1mfrkungan dapat berupa ‘pidana. penjara dan pldana denda. Dchk yang
o :dﬂanggar memenuh1 rumusan delik formil dan dehk mateni oleh pencemar
o yang’ memmbuikan kerugran morﬂ materxl dan korban j jiwa hagz orang
lain, Pene gakan sank51 pxdana mempakan terapi terakhxr untuk mengurangl
S pencemaran/perusakan lingkungan dengan memidana para pelanggamya.
' 'i\ata kunm penegakan hukum hngkungan h:dup, pencemar sank51 pldana

1. -ji’ENDAHULUAN

o :Lingkungan hidup yang asrl aman dan nyaman merupakan dambaan setlap
insan dan negara di’ dunia. Dewasa ini masyarakat internasional mengalami
era globa115351 pada semua sektor keh1dupan KTT Buml tanggal 3 - 14 Juni
1992 di Rio de Janeiro, Brazﬁ yang menghasﬂkan Dekiarasx Rio dan Agenda
21 serta dﬂan_}utkan pada Sidang Khusus dalam’ Maj elis Umum PBB tanggal
23 -27 Juni 1997 di New York mencanangkan perlu dilakukan pembangunan
berkeianjutan (Sust‘amable developmem‘) terhadap keasrian lingkungan hidup
pada tingkat nasional, regional dan intemasional, Tsdak kecuali di Indonesia,
pembangunan berkeianj utan perlu dldukung serius oleh semua pihak dengan
upaya penegakan hukum lingkungan yang berdayaguna dan berhasilguna untuk
menyelamatka'n linglungan: hidup dewasa ini dan masa depan.

_ Mesk1 keberadaan Undang undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan ngkungan Hidup (UUPLH) yang diberlakukan sejak tanggal
19 September 1997 merupakan umbrella provision atau payung bagi semua
peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan lingkungan sebagai
pengganti UU No. 4 Tahun 1982, namun terbukti masth belum terdapat
kesamaan persepsi di antara banyak pihaic dan instansi terkait tentang pengertian

¥ Kedua penulis merupakan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
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- penegakan hukum lingkungan- i enwronmenral law enforcement). Pen egakan -

hukum selama ini ditafsirkan secara semplt dari segi penerapan sanksi pidana
terhadap para pelaku tindak pidana pencemaran lmgkungan yang berlaku secara -
~-represif atau dengan katalain sama- dengan'menegakkanPasal 41-48 UUPLH. -
Seolah-olah hukum hngkungan itu identik dengan hukum pzdana (Rangkutl '
1 999 3). '

“Hakikat sank51 pidana adalah sarana atau alat untuk memldana' '
(men ghukum) secara fisik dan materiil para pencemar lingkungan yang terbukti _' :
bersalahmelang ggar hukum Akan tctapi sanksi pxdana dalam hukum hngkunoan .
adaiah sebafra1 altematlf sank31 terakhir (uli:mum remea’mm) dan bukan pula
sanksu utama @nmum remedzum) setelah sanksi admlmstra‘nf dan sanksi perdata
tidak mampu d:terapkan dan menj erakan para pencemar lingkungan hidup.
Penangguiangan atau * penyembuhan yang dilakukan oleh’ hukum pidana
merupakan penyembuhan/pengobatan snnptomatxs bukan pen gobatan kausatif
sehingga pemldanaan (“pengobatan”) terhadap para pclanggar hukum bersifat
mdlvxduai/ personai dan t1dak ber51fat fungs:onai/ struktural (Arief, 1998 :49),

Masalah penegakan hukum dapat dibahas dari segi peraturan atau undang-
undang, segi aparat penegak hukum dan segi kesadaran masyarakat yang terkena
peraturan itu. Kajian terhadap UUPLH dan perangkat peraturan perundang-
undangan lingkungan dewasa ini yang ber]aku ‘mengungkapkan banyak
kelemahan dan kerancuan perumusan yang memerlukan pemahaman secara
proporsmnal khususnya dalam menerapkan sanksi pidana yang bertujuan
untuk menjerakan para pelanggar hukum lingkungan supaya tidak mengulangi
kesalahannya Kelemahan dan kerancuan demikian menimbulkan kesan bahwa
UUPLH kurang operanf dan efektif daiam penegakan hukum lingkungan pidana
terhadap para pencemar dan usaha industri yang umumnya dimiliki oleh
pengusaha besar dengan beking pej a_bat atau instansi tertentu.

- Kasus burung cenderawasih di Irian Jaya (1984), pencemaran limbah
tahu di Sidoarjo, Jawa Timur (1989), PT Banyumas Washing Centre di
Banyumas, Jawa Tengah (1990), Kali Tapak di Semarang, Jawa Tengah (1991),
PT Inti Indo Rayon Utama (IIU) di Porsea, Sumatera Utara (1990), kabut
asap aklbat ‘penebangan hutan di Sumatera dan Kalimantan (2000), banjir
dan 1o_ngsor menelan korban jiwa 160 orang tewas di kawasan wisata Bohorok,
Langkat, Sumatera Utara (2003) merupakan contoh kasus penyelesaian hukum
kurang memuaskan bagi masyarakat dan segi penegakan hukum lingkungan.

Apabila terdakwa sampai dipidana, hakim hanya menjatuhkan pidana
denda sebesar Rp. 5 juta sampai Rp. 50 juta. Hal ini tidak akan menimbulkan
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. efek Jera. bag1 para pelancgamya Sedlklt Iangkah maju pernah dliakukan
e oieh Menteri: Perindustrian dan. Perdagangan Luhut: Bmsar Panjaztan dan
. Menterl ngkungan Hidup, ‘A Sonny Keraf dan segi: penegakan hukum
. lzngkungan administrasi, ketika: keduanya mencabut izin operasional PT IIU
di Sumatera Utara pada tahun 2000 lalu setelah gencar dllakukan pembioklran

jalan’ ke pabrzk ole masyarakat setempat dan kecaman LSM mancanegara

RRE deng n: menurun ____ya k\iahtas Sungax Asahan dan Danau Toba "

- Kemampuan aparatur ol __egak hukum hngkungan per}u pula d:tmgkatkan '

: -:untuk memahami tugasnya dalam’ menegakkan UUPLH. Harus diakui, mereka

~belum: banyak mengalami kema_; uan ‘dalam: upaya penegakan hukum yang
dapat memuaskan semua lapisan masyarakat. Kesadaran hukum lingkungan
masyarakat juga masih kurang dan terdapat kekeliruan persepsi seolah-olah
Pemerintah cenderung berpihak pada industri pencemar dan UU No. 23 Tahun
1997 txdak operasional atau efektif da]am ‘menindak para peiaku pcrusakan/
pencemaran lingkungan. Dalam Hukum Pidana dan Kr1m1nelog1 kesalahan
pencemar tidak dapat dxpertanggungjawabkan dengan sanksi pldana karena
termasuk dalam kualifikasi “the -white collar crime’ Artmya para pencemar
adalah orang atau badan hukum (korporam) yang memiliki pendlchkan tinggi,
status sosial dan ckonomi lebih baik, seperti pengusaha atau usaha industri
schingga mereka seolah-olah “kebal” atau tidak dapat d1pzdana dlbandmgkan
pelanggaran oleh rakyat biasa. ' :

- Dari uraian di atas; masalah yang dibahas dalam art:kel ini yaitu
baga;manakah penegakan hukum, penerapan sanksi pidana dan. pertanggung-
Jawaban pidana terhadap para pencemar da}am ketentuan undang -undang
hngkungan‘? - — . S

II PENEGAKAN HUKUM LINGKUN GAN "

Makna hakiki penegakan hukum (law enforcement) adaiah suatu proses
untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan
hukum di‘sini-adalah pemikiran-pemikiran badan pembuat undang-undang
yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum yang bakal diterapkan
dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Rahardjo, 1983:
13). Penegakan hukum memuat aspek legalitas dari suatu peraturan atau undang-
undang yang diterapkan pada setiap orang dan atau badan hukum dengan
adanya perintah, larangan dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap para
pelanggarnya yang terbukti bersalah berdasarkan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan petugas
' penegak hukum dan’ kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan hukum "
. llngkungan yang berlaku (ius constztm‘um) dalam pelaksanaannya di lapangan
h (zus operatum) dan rnehpun tiga bidang’ hukum yaitu administrasi, perdata -
dan pidana. pada perusakan/pencemaran lmgkungan Upaya penyelamatan
' lmgkungan ‘yang asri tergantung pada kesadaran bersama, baik pemermtah :
pengusaha dan dunia usaha1 maupun masyarakat setempat vang peduh dengan b
: hngkungan huau sebagal warxsan dan tltzpan anak cucu keiak

D dalam hai ini, perlu dlpahaml tentang pengeman penegakan hukum '
Imgkunvan yang benar sebagaimana yang dikemukakan oleh. Gustaf AL
Biezeveld. Menurut pakar hukum lmgkungan Belanda ini (Bxezeveld 2996
5): o _
. ‘Envzronmental Zaw enforcement can be def ned as the apphcarzon of
Vi legal governmental poWers to ensure comphance with envi ronmental regu«
""lations.by means of:
a admmzstratzve Supervzsmn of the complzance wzth envir onmental
. “regulations (inspection) (= mainly preventive activity)
b administrative measures or sanctwns in case afnon compliance ( =

o corrective actmty) _ .

c. criminal investigation in case of presumed offences (= represszve
activity)

-d. . criminal measures or-sanctions in case of offences (= represszve
activity) ot

e. civil action (lawsuit) in case of threatening non compliance (= pre-
ventive or corrective activity)”,

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan
penuh terhadap peraturan dan persyaratan ketentuan hukum yang berlaku secara
umum dan individual melalui tindakan pengawasan dan penerapan (ancaman)
sanksi administrasi, perdata dan pidana yang dapat dikenakan terhadap para
pelanggamya dalam upaya mencapai harmonisasi lingkungan yang diharapkan.
Penegakan hukum lingkungan sangat dibutuhkan bagi negara-negara
berkembang (developing countries), karena kesadaran hukum masyarakatnya
masih rendah dan perlu ditegakkan dengan ancaman sanksi pidana bagi para
pelanggarnya sekaligus untuk menjerakan dan memulihkan situasi alam serta
lingkungan hidup yang semakin berkurang keasriannya. o

Petugas penegak hukum lingkungan di Indonesz_a meliputi pihak kepolisian,
kejaksaan, pengadilan (hakim), pejabat instansi yang berwenang dalam memberi
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izin dan penasehat hukum atau pen gacara Aparatur penegak hukum tersebut

. akan. menunazkan mgasnya sebelum atau setelah tezjadx pencemaran/perusakan_

: -lmgkungan berdasarkan penehtlan intensif yang melibatkan instansi teknis

-dalam memlau suatu l_ceadaan lmgkungan apakah telah terjadi pencemaran/ :

- 3perusakan atau tldak" ' _ i
dieze y : _entmgnya_--_upaya pentaatan pada tahap
i terhadap ketentuan-_hukum lmgkungan dengan mengemukakan

' ..'gqplement'

The most zmpartant’ governmental power for brmgmg enterprzses 10

L zmplementatzon of and compltance with envzronmental regulatzon isen-

S forcement by inspecting installation frequently the. ‘competent authority

" can siress towards the enterprzses the need of gooa' complzance More-

over by taking adequate measures in case of non'compliance the compe-

- tent guthorities can show.to the enterprises that non.compliance may be

. conrary to their-own interest. Measures can take various Jorms :.nega-

live publzczty in the newspapers aa’mzmstratwe sanctzons ar, crzmmal
-Sai‘lelOI’lS oo G LAl : :

* Sesual dengan s1fat dan’ efektxv1tasnya di Iapangan penegakan hukurn
Imgkungan pada hakikatnya dapat dilakukan ‘dalam ' dua bentuk. ‘Pertama,
penegakan hukum lingkungan preventif Penegakan hukum' ini berarti
pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian
langsung menyangkut dengan peristiwa konloret yang menimbulkan sangkaan
atau dugaan bahwa suatu peratiran hukum telah dilanggar. Instrumen bagi
penegakan hukum lingkungan preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan
penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan seperti pengambilan
sampel, penghentian mesin-mesin pabrik dan sebagamya Penegak hukum
lingkungan yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang
dalam memberi izin dan seyogianya mampu mencegah terjadinya pencemaran
dan atau perusakan lingkungan. Kedua, penegakan hukum lingkungan represif.
Penegakan hukum ini ditakukan dalam hal setiap perbuatan yang diduga keras
meianggar ketentuan peraturan/undang-undang dan bertujuan untuk mengakhiri
secara langsung perbuatan terlarang tersebut. Penindakan secara pidana
umumnya menyusul pada bentuk pelanggaran peraturan dan biasanya tidak
dapat memulihkan kembah akibat ‘pelanggaran tersebut.

Dapat dipahami bahwa untuk menghindarkan diri dari sanksi pidana secara
berulang-ulang, maka para pelaku (pencemar) sendiri vang seharusnya mampu
untuk menghentikan keadaan itu (Rangkuti, 1999 -4- -3). Kesadaran para
pencemar ini yang dituntut untuk mau menghentikan tindakannya yang selama
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. iniamat meruglkan demi terciptanya lingkungan yang sehat. Apabila kesadaran -
. mereka ini sudah cukup tmgg:, pencemaran Imgkungan mmlmai dapat dikurang; .
" kelak. G = :

Dua masalah sentral yang dewasa ini men;adl pusat perhat:an duma_ '
o 1nternasmna! 1alah permasalahan yang berhubungan erat dengan pembangunan
; (development) dan kualitas lingkungan hidup (quality of environmental life).
_ yang semakin mernburuk dengan berkembangnya usaha mciustn bazk dinegara-
' _negara ma}u ‘maupun negara berkembang yang ‘membutuhkan bzhan baku
dari alam berupa hasil hutan, tambang dan sinar mentari. Perusakan lingkungan
aIam ini tidak dapat dipuhhkan dalam Waktu singkat dan pemuhhannya
membutuhkan biaya amat besar dlbandmgkan hasil yang diperoleh dari
lingkungan oleh pengusaha atau pemasukan pajak bagi negara. -

”'Da dalam Kongres ke 7 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tahun 1985
tentang The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders menghasilkan
putusan bersama bahwa dua dekade: terakhir ini yang sering menjadi sorotan
dunia adalah bentuk-bentuk dimensi kejahatan terhadap pembangunan {crine
against development), kejahatan-tethadap kesejahteraan sosial (crime against
social welfare) dan kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup (crime against
the gualility of life). Ketiga bentuk kejahatan ini saling berhubungan erat,
karena tidak dapat dipisahkan satu sama lain adanya keterkaitan permasalahan
pembangunan dengan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup yang
asrl, hijau dan bersih sebagai dambaan semua orang. :

* Pada laporan kongres PBB tersebut juga dinyatakan bahwa kcjahatan
lingkungan adalah mengganggu kualitas lingkungan hidup (impinged on the
quality of life), mengganggu kesejahteraan material seluruh masyarakat (im-
pinged on the material well-being of entire societies) dan mempunyai pengaruh
negatif terhadap usaha-usaha pembangunan bangsa (had a negative impact
on the development efforts of natrons) yang dllakukan oleh setiap negara di
duma N

_ Mengmgat hakikat dan dimensi pengaruh negatif yang sangat luas dari
delik lingkungan, maka wajar bcrbaga; usaha dilakukan untuk menanggu-
langinya antara lain melalui upaya penegakan hukum pidana. Upaya
penanggulangan masalah lingkungan hidup dengan hukum pidana ini masih
ditegaskan pula dalam Kongres PBB ke 8 tahun 1990 di Havana, Cuba. Di
dalam rancangan resolusi mengenai The Role of Criminal Law in the Protec-
tion of Nature and the Environment (Dokumen No. A/Conf. 144/L. 4 tanggal
3 September 1990} antara lain dinvatakan bahwa di samping tindakan-tindakan
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o :_-berdasarkan hukum adrmmstrasz dan penanggung;awaban hukum perdata _]uga o i

o ~ perlu dlambll tmdakan terhadap permasalahan Imgkungan hldup berdasarkan
: hukum pzdana Negar

a__-negara anggota PBB d1h1 mbau untuk dapat:meng:mple» R

i :-f'mentasxkan secara 'eféktlf hukum nas:onal masmg«masmg, termasuk hukum -

- : ;padana yang berkaitan erat dengan perimdungan hngkungan hldup (UN 1991
22-27) *Implementam penanggulangan masalah hngku gan

B "-f-m ___PENERAPAN SANKSI'PIDANA g

Penegakan hukum Imgkungan pldana biasanya bers;fat repres:f untuk

= memndak para pelaku (pencemar). yang terbukti secara meyakmkan bersalah

: _'-dengan memberikan sanksi pzdana penjara dan atau denda berdasarkan putusan

:haktm dalam menegakkan peraturan dan undang—undang lmgkungan sebagai

- dus constztutum Penegakan hukum 1in gkungan pidana dalam UU No. 23 Tahun

1997 secara tegas dmyatakan dapat diterapkan terhadap setlap ke;ahatan

hngkungan ( enwronmental crtme) yang dﬂakukan oleh | para pencemar, Artinya,

- para pencemar yang terbukti bersalah, baxk sen gaj a maupun 1ala1 dapat dlancam
-dengan sanksi p:dana : :

Dz dalam kajzan teon hukum imgkungan ada pendapat yang menyatakan
bahwa sank31 pzdana merupakan ultimum remedzum atau.sanksi terakhir
terhadap setlap bentuk pelanggaran lmgkungan Pendapat ini dldasarkan pada
yang berwu_] ud sebag31 tmdakan admm:stras: Tlndakan admlmstrasz ini berawal
pada penetapan izin oleh i instansi yang berwenang Apablla terjadi pelanggaran,
maka pelanggaran itu merupakan pelanggaran admxmstrat:f dan para
pelanggamya dapat dikenakan sanksi administratif.. Menurut pendapat ini,
tindakan pertama sekali yang, d]terapkan pada pencemar. adalah sanksi ad-
ministratif. Sanksi pldana baru diterapkan apabila sanksi administrasi dan
perdata sudah ndak mampu melaksanakan fungsinya dengan baik (Rangkuti,
1986 : 199). Sanksi pidana merupakan alternatif terakhir d1putuskan hakim
terhadap terdakwa Akan tetapi sanksi pidana mempunyai batas-batas
kemampuan untuk mengawa51 perilaku pelaku kejahatan, karena adanya crime
control model dan due process model (Packer, 1968 : 153 ~ 154).

Mengacu pada pemikiran Packer, penerapan sanksi lingkungan pidana,
khususnya crime control model adalah model pengawasan kejahatan lingkungan
pada pembatasan penemuan fakta hukum untuk menekan kualitas, kuantitas

11t

: - men}adlcukup.
"_:suht_ j 1ka tldak ada kesamaan pandangan dan upaya pemulihan. hngkungan_ L




: -:dan intensitas kejahatan dan para: pelanggar hukum hngkungan Sementara :
'-pada due process. model adalah proses untuk mendapatkan petlindungan hukum :
bagi. masyarakat pada bentuk pencegahan pencemaran/perusakan lingkungan
:hrdup dan _pengurangan kesaiahan para pelaku kejahatan pada. tmgkat sedm1 )
mungkm dalam upaya penegakan hukum lmgkungan : RN

: D1 dalam hukum lmgkungan pldana terdapat masalah yang perlus}i-'_
'd1perhat1kan }f:bzh langut yaitu formulasi atau perumusan dehk lingkungan, -
“alat-alat bukti dan hubungan kausal (sebab akibat). Perumusan delik lmgkungan =
dalam Pasal 41 dan 42 UUPLH adalah delik materil, sedangkan rumusan '
dalam Pasal 43 dan 44 UUPLH dapat dikualifikasikan sebagai delik formil,
Penerapan ancaman sanksi pidana bagi para pelaku akan berbeda sesuai dengan
perbuazan dan tmgkai kesalahan pencemar. . R, & 5 47 :

Moel;atno mehhat perbedaan kedua dehk di atas dan sifat perumusan
suatu pasal undang~undang Tidak ada perbedaan tajam pac'ia sifat antara dehk
formil dan ‘materil yang dlterapkan Perbedaan hanya dalam tulisan atau isi
dari undang- undang dengan melihat pemmusan masmg—masmg delik tersebut
Istilah delik tersebut adalah berupa smgkatan darxpada dehk yang
dirumuskannya (Moeljatno, 1985 :68). =~

Hukum pidana materil atau delik materil memuat penunjukdn dan
perumusan dari tindak-tindak pzdana pengaturan tentang syarat-syarat dapat
dihukumnya sesuatu tindakan, penunj jukkan tentang orang-orang yang dapat
dihukum dan ketentuan mengenai hukuman Jadi 1a menentukan siapa yang
dapat dihukum dan hukuman apa yang dapa’s dijatuhkan terhadap dirinya
(Simons, 1992 : 2). Delik maieril adalah suatu perbuatan pidana yang
mempunyai akibat yang meruglkan bagl orang lain. Akibat ini dalam delik
materil dianggap sebagai pokok masalah yang memenuhi adanya unsur
pelanggaran hukum berupa kejahatan sehingga dilarang untuk dilakukan oleh
pelanggarhukum Misalnya, pencemaran dan atau perusakan lingkungan (Pasal
41 ayat I UUPLH). Dianggap perbuatan yang pokok untuk dilarang adalah
adanya akibat menderita atau korban jiwa berupa luka berat atau matinya
orang lain. Bagazmana cara terjadmya akibat tersebut, elemen atau unsur
kesalahan ini tidak dianggap penting sama sekali untuk dipenuhi adanya
pelanggaran hukum tersebut. Artinya, perbuatan orang tersebut telah terbukii
mengakibatkan kerugian moril, materil ataupun mengancam jiwa orang lain
yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Hukum pidana formil atau delik formil mengatur bagaimana negara melalui
alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan

112




S : __memutuskan hukumannya sehmgga ia adalah berkenaan dengan acara. pzdana

- i'-.(Slmons 1992 2). Delik formil aclalah suatu perbuatan pidana dxhhat dari
- segi kelakuan atau perilaku dan peiaku pelanggaran hukum. Kéiakuan seseorang
_ :'_'yang melanggar hukum d:anggap hal pokok untuk dilarang, Akibat dari kelakuan

'.f1tu tidak dianggap : . Misainya Pasal 43

- ayat. I UUPLH mengenaz perusakan dan atau; penccmaran lingkungan h1dup
" Perbuatan ‘ini baru dmnggap sebaga: ‘delik ialah- apabila: ada kelakuan atau
Lt .pe;buatan untuk: merusak atau mo n_cemarkan hngkungan Dalam pasal tersebut
" dirumuskan sebagai ¢ melepaékan atau membuang” sesuatu yang dapat merusak

' '_:hngkungan ‘Akibat dan “melepaskan atau membuan g” tad1 dapat memmbulkan
3korban pendentaan atau kerug;an bag1 orang iam oL A0 :

Akan tetap1 di sisi lam yang perlu dxperhaukan dalam penerapan delik
forrm} ‘apabila para korban lingkungan yang terpaksa menjual rumah atau
tanahnya untuk | mengungsi Jauh danlokasi pencemaran sehingga Jatuh sakit
dan meninggal dunia, mereka ini tidak dxpandang penting dalam perumusan
delik formi! terhadap perusakan atau pencemaran lingkungan hldup yang terjadi,
karena merupakan akibat sampingan dan perbuatan pelaku atan pencemar.
Ini dimaksudkan untuk menjelaskanelemen kesalahan delik lingkungan yang
dilanggar oleh tersangka/terdakwa dengan ketentuan sanksi pidana yang diatur
dalam undang-undang lingkungan. Artinya, pihak penyidik lingkungan harus
berhati-hati dalam menyusun surat dakwaan supaya para pelaku pencemaran/
perusakan hngkungan dapat dikenakan sanksi pidana yang tepat.

- Sanksi pidana dalam UU No. 23 Tahun 1997 dlmuat pada’ Bab X tentang
Ketentuan Pidana, khususnya Pasal 41-48. Sebagian isi dan ketentuan p:dana
tersebut dapat dikutip sebagai benkut

Pasal 41 UUPLH menyatakan

(.1) Barangs1apa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan
perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan linglaungan
hidup diancam dengan pidana penjara pahng lama 10 1ahun dan denda
paling banyak Rp. 500 juta.

() J ika tmdak pldana sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mengak1batkan
orang ‘mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana
penjara palmg lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 750 juta.

Pasal 42 UUPLH menyatakan:

(1) Barangsiapa karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibat-
kan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diancam densan
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“'pidana. penJara palmg lama 3 tahun dan denda pahng banyak Rp 100
_]uta e

(2) J. ;ka tmdak pldana sebagazmana dlmaksud pada ayat (1) mengaklbatkan
'- orang mati atau luka berat, pe}aku tindak pidana diancam pldana palmg
lama 5 tahun atau denda p]dana pahng banyak Rp 150 3uta

Pasal 43 UUPLH menyatakan

(1) Barangsmpa dengan melanggar pemndang‘undangan yang berlaku senga_;a':
* melepaskan atan membuang zat, energi dan/atan komponen lain yang
berbahaya atau beracun masuk di atas afau ke dalam tanah, ke dalam
udara atau ke dalam air pennukaan melakukan impor, ekspor, memper-
. dagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankean instalasi
.. yang berbahaya padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga
. bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau
_ .perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau
- . nyawaorang lain dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda pahng

. banyak Rp. BOOJuta AN :

(2) - Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1), barangsiapa dengan sengaja memberikan informasi palsu
atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang
diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud
ayat (1) padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa
perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa
orang lain.

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam
-dengan pidana penjara paling }ama 9 tahun dan denda paling banyak Rp.
450 juta.

Pasal 44 UUPLH menyatakan :

(1) Barangsiapa dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun
atau denda paling banyak Rp. 100 juta.

(2) Jikatindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
‘orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam pidana paling
lama 5 tahun atau denda paling banvak Rp. 150 juta,
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131 pasal~pasa1 UUPLH dl atas secara tegas memuat dehk materll dan . :

: :'5ata 'dapat chhhat tzga hal benkut 1m Pertama, ada dua macam dehk Imgkungan

Cryang: dapat d1p1dana yaltu dehk berupa perusakan lmgkungan hldup {envi-
- ‘ronmental. damage) atau pencemaran lmgkungan (¢ enwronmental pollution),
_ ba1k dﬂakukan dengan cara sengaja maupun kelalanan pencemar Kedua, dua
macam delik tersebut merupakan kejahatan - (perusakan lmgkungan atau
'pencemaran hngkungan) -yang dilakukan dengan adanya unsur-unsur
kesengajaan dan atau kealpaan (kelalaian) pencemar dengan sanksi ancaman
pzdana penjara dan atau denda. Ketiga, perbuatan pelaku mengakibatkan
ter] jadinya korban jiwa, materil atau immateril berupa kematian, kuka berat/
ringan atau kerugmn bagz orang lain karena te}ah membuang hmbah beracun
mfonnas1 pa}su menghllangkan menyembunylkan atau merusak mforrnam
yang dlperlukan o

Perumusan dehk hngkungan tersebut menyangkut pada penyapan alat
b_ul_ctl_ dan penentuan ada atau tidaknya hubungan kausal antara perbuatan
pencemaran dengan tercemamya lingkungan, Di dalam rumusan delik materil
dituntut pembuktian yang lebih rumit dibandingkan dengan rumusan delik
formil .y_ahg tidak memerlukan pembuktian akibat dan perbuatan pencemar
yang amat merugikan. Peran penyidik, baik penyidik pejabat Polri maupun
pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berwenang dalam pencemaran lingkungan
(Pasai 40) amat menentukan, karena berfungsi untuk mengumpulkan alat bukti
yang sermgkah ber51fat ﬂmaah dengan bantuan laboratorium. Pembuktian
unsur hubungan kausal (dehk materil) merupakan hambatan tersebut sebab
pencemaran Imgkungan kerapkali terjadi secara kumulatif sehingga sulit
membuktikan sumber ‘pencemaran terutama yang bersifat kimiawi (Rangkuti,
1986 : 205). Kemampuan prima dari penyidik dengan bantuan ahli dari analis
kina amat dibutuhkan untuk membuktxkan adanya pencemaran lingkungan.

Peiaku perbuatan yang mengakibatkan terjadi pencemaran-perusakan
Img_kungan vang dilakukan dengan sengaja dapat diancam pidana penjara
maksimal 10 tahun dan denda Rp. 500 juta. Apabila mengakibatkan orang
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maﬁ atau iuka berat dlancam pldana pen_] ara 1s. tahun dan denda Rp 750 juta

'(Pasal 41 UUPLH) Kalau pencemaran atau perusakan tersebut karena kealpaan
'(kelalalan) maka ancaman p1dananya selama 3 tahun dan denda Rp. 100 juta

dan jika mengakxbatkan orang mati atau huka berat ancaman pxdananya seiama

5 tahun dan denda Rp 150 Juta (Pasa] 42 UUPLH)

Bag1 pelaku perbuatan melanggar undang undang dcngan sengaja '
‘melepaskan atau membuang zat, energi dan atau komponcn lain yang berbahaya_'_ :
dilakukan dengan penuh kesadaran Padahal sangat beralasan untuk menduga

bahwa perbuatan tersebut dapat memmbulk&n pencemaran (perusakan)
lmgkunga"; yang dapat diancam dengan sanksi p}dana penjara selama’'6 tahun
dan denda Rp. 300 jufa. Jika perbuatan tersebut mengaklbatkan orang mati
atau lika berat pldananya selama 9 fahun dan denda Rp. 450 juta (Pasal 43)
Apabilaipebuatan dimaksud dzlakukan karena kealpaan, maka ancaman
padananya selama 3 tahun dan denda Rp 100 juta dan kalau mengakibatkan
orang mati atau luka berat p]dananya 5 tahun dan denda Rp 150 juta (Pasal
44 UUPLH) '

D1 sini- patut dlpertanyakan apakah besarnya ancaman pldana yang
dmyatakan dalam Pasal 41-44 UUPLH, apalagi sifitnya kumulatif dengan
memakai kata “dan”, cukup efektif dalam menanggulangi pencemaran
lingkungan mengingat sanksi pidana bukan merupakan pemecahan utama dalam
penanggulangan masalah pencemaran lingkungan?. Perlu diingat bahwa sanksi
pidana dalam UUPLH hanya memberi nestapa berupa tindakan tata tertib,
pidana penjara dan denda pada para pencemar (pelaku) atau korporasi dan
bukan pada pencemaran (perbuatan) yang telah menimbulkan kerugian besar
ekologis serta membutuhkan waktu lama dan biaya besar untuk memulihkan
kembali lingkungan yang tercemar.

* Sementara ancarnan pldana denda dalam Pasal 41-44 UUPLH tersebut
dlperberat sepertiga jika tindak pidana hngkungan dimaksud dilakukan oleh
suatu badan hukum perseroan, perserikatan, yayasan, organisasi (Pasal 45
UUPLH). Dengan demikian, menurut UUPLH, suatu korporasi dapat dipidana
denda, apabila melakukan tindak pidana lingkungan, bukan pidana penjara

dan ini logis dalam hukum pidana Indonesia, karena sebagai badan hukum,

ia tidak bisa dipidana penjara.

Korporasi dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa perampasan
keuntungan, penutupan perusahaan, perbaikan akibat tindak pidana, mewajibkan
mengetjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan menempatkan perusahaan
di bawah pengampuan (Pasal 47 UUPLH). Rumusan pidana yang tergolong
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S .' ”bam adalah pengenaan ancaman pldana penjara bagi para pemrmpm perusahaan e
o di sampmg ancaman pidana bag1 pemben penntah dan pelaku Iangsung (Pasal

- 46 UUPLH). Rumusan _P_as_a_l 47. UUPLH mirip. sekali dengan isi Pasal 7, 8

B '-?dan 15 UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pemberantasan deak P1dana _
'_Ekonorm (Wl_]oyo 1999 52) S Sy L

Perumusan dehk lmgkungan memerlukan pemlklran mez_lgenai peranan_ .

B '-’_pentmg penguasa sebagaz pen, elo]a:-hngkungan (vide Pasal 8 d U

S d; _ itah sebagai badan hukum pubhk d1p1dana
e scbagaa pencemar hngkungan___ _erdasarkan ketentuan dar1 Pasal 41 --47
_UUPLH‘? ‘Peraturan pemndang-undangan lin gkungan hanya memungkmkan
‘bahwa sanksi p1dana dljatuhkan terhadap seseorangfkelompok orang atau badan
hukum perdata yang melakukan pencemaran lingkungan, Kesalahan: penguasa
atau pe_]abat admmistram dapat terjadz berupa penetapan suatu Keputusan
Tata Usaha Negara (KTUN) pada saat memberi izin industri yang tidak cermat
dan. mengaklbatkan terganggunya 'kesexmbangan ekologls akibat izin yang
dzbenkan tersebut. Akan tetapx sanksi pidana tidak dapat ditujukan’ kepada
badan hukum pubhk seperu pemenntah Gugatan terhadap keabsahan KTUN
d1mungkmkan meIalm Peradﬂan Admmlstras: berdasarkan UU No. 5 Tahun

No. 334—4) oleh seseorang atau masyarakat yang dlrugikan dengan beroperasmya
suatu usaha mdustn berdasarkan 12]1’1 yang dzkeluarkan oleh pejabat yang
berwenang B AR :

IV PERTAN GGUNGJAWABAN PIDANA

Dasar adanya perbuatan pldana terhadap seseorang adalah asas legalitas,
yaity asas yang menentukan bahwa_suatu perbuatan adalah terlarang dan
diancam dengan pidana barangsmpa yang melakukan suatu perbuatan yang
d11arang, sedangkan dasar daripada d1p1dananya si pelaku adalah asas Nuljum
delictum sine praevia lege poenal; (tidak dapat dipidana jika tidak ada undang-
undang yang mengaturnya) atau asas schuld en haftung (kesalahan dan
pertanggungjawaban). Artinya, setiap orang atau badan hukum yang melakukan
tindak pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan berdasarkan
pelanggaran dari delik hukum yang dilakukannya (r echtdelict). Kesalahan yang
dilakukan oleh tersangka/terdakwa merupakan dasar utama bekerjanya hukum
pidana dari konflik/sengketa/perbuatan para pihak sebelumnya sehingga kasus
tersebut dapat bermuara pada masalah pelanggaran hukum pidana lingkungan,

Kesalahan yang mengakibatkan dapat dipidananya seseorang, maka ada
empat syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana,
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“yaitu (1) melakukan perbuatan pidana, (2) mampu bertanggung Jawab (3) -
dengan sengaja atau aipa (talai) dan, (4) tidak ada alasan pemaaf (Utrecht '
1986 288 -289). Keempat syarat tersebut merupakan conditio sine quanon.
untuk dapat dipidananya seseorang, kelompok orang atau korpora51 yang _
mencemar atau merusak hngkungan '

b1asanya diawah dengan kata-kata “Barang51apa” yang menunguk pada_
pengert1an ‘orang. Di dalam. Pasai 6 ayat UUPLH dxtegaskan setiap orang -
berkewa]zban memelihara kefestarzan Fungsi linglungan hidup sertamencegah
dan menaﬂggulangz pencerzzaran dan perusakan lmgkzmgan ) daiam
Pen_; elasanPasal 1 angka 24 yang dimaksud “orang” adalah orang perorangan,
dan atau kelompok orang, ‘dan atau badan hukum. “Artinya dapat dikatakan
bahwa ‘orang dan atau badan ‘hukum dapat menjadi subjek dalam ‘delik
Imgkungan Perumusan secara eksphsit bahwa badan hukum merupakan subyek
tindak pidana antara lain terdapat dalam Pasal 6 (ayat 2), Pasal § (2), Pasal'14
(1), Pasal 16 dan Pasal 17. Walaupun badan hukum dimungkinkan menjadi
subyek delik lngkungan namun sangat d1sayangkan tidak ada ketentuan
lebih lanjut mengenai sistem ‘dan prosedur pertanggungjawaban terhadap
tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum sepem halnya dalam ketenman
Pasa} 15 UU No. 7 Drt 1955, A |

Kekurangan pasal serupa akan dapat memmbulkan masalah kelak dalam
mengadili badan hukum seperti usaha industri yang melakukan perusakan
dan atau pencemaran lingkungan, Kesalahan mereka dalam pelanggaran hukum
lingkungan dapat saja tidak dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan
kepolisian, karena adanya diskresi kepolisian (police disgreasy). Diskresi ini
dilakukan menurut Richard Quinney antara lain didasarkan pada * ... (2) in-
terpretarzonal latitude, resulting primarily from ambiguity in the wording of
many statules, permits considerable discretion as to what constitutes a crzmmal
offence” (Bottomley, 1978 : 37)..

Sementara pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku delik
lingkungan dicantumkan dengan adanya unsur sengaja atau kealpaan (kelalaian)
dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Dicantumkannya unsur atau kata
sengaja dan kealpaan dalam Pasal 41, 42, 43, 44 UUPLH, jelas terlihat bahwa
pertanggungjawaban menurut UU No. 23 Tahun 1997 didasarkan pada prinsip
liability based on fault {pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan), baik
karena kesengajaan atau kelalaian oleh pelaku yang mengakibatkan kerugian
bagi orang lain.
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. Bertolak dari asas, kesalahan yang d}lakukan oleh para pencemar, maka
di. daiam pertanggungjawaban pzdana dalam dehk hngkungan tidak

: ..dimungkmkan adanya pertanggungjawaban langsung dan mutlak (Strzct li-

-_abzhty/absolute lzabzlzry) mesklpun ada pendapat 'apg menyatakan melalui
" pertanggungjawaban perdata ‘nerupa gant: rug1 dan  biaya pemuhhan Imgkungan
- dalam-putusan haklm terhadap terdakwa atau usaha mdusin_ sudah mcrupakan

] _d1 dalam pertanggungj awaban p;dana Imgkungan damung~.

' .kmkan adanya peny;mpan gan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan
'a_]aran strict liability atau vicarious Hiability, Akan’ tetapi-selama ini dalam
praknk peradilan kasus-kasus lmgkungan di Indonesia tldaklah _mudah
membuktlkan adanya kesalahan delik-delik 11ngkungan pada badan hukum
yang mencemarkan 1mgkungan Apablla terbuktl suatu badan hukum melanggar
delik lmgkungan maka sanksi padana yang dl_;atuhkan hakzm ‘terhadap
pengusaha dan badan ‘hukum’ tersebut selalu memmbulkan ketldakpuasan
lembaga swadaya masyarakat b:dang llngkungan dan warga masyarakat yang
menjadi korban pencemaran karepa dinilai sank51 pldana yang dijatuhkan
hakim terlalu Tingan atau tidak mencerminkan rasa keadlian rakyat yang
menderlta lahir batin.

Semua 1n1 akan tetap mengadl tantangan dalam upaya penegakan hukum
hngkungan p1dana kelak. Seyoglanya kebgaksanaan lingkungan. dapat
memuaskan semua plhak tanpa mengurangi akan hak-hak masyarakat
memperoieh hngkungan yang sehat dan hijau, para pengusaha dalam usaha
industri untuk meningkatkan pajak/devisa negara dan pejabat/instansi
berwenang yang sangat selektlf mengeluarkan izin hngkungan

V PENUTUP

Dan ka_]lan pene gakan hukum hngkungan pidana di atas, maka pada bagian
penutup ini dapat dikemukakan lima simpulan sebagai berikut.

Pertama, penegakan hukum lingkungan dapat dipengaruhi oleh berbagai
faktor yang saling terkait, terutama dari segi undang-undang dan peraturan
pelaksananya, kemampuan aparatur penegak hukum dan kesadaran hukum
masyarakat dalam menaati undang-undang dan peraturan yang berlaku. Apabila
semua itu dapat berjalan baik, penegakan hukum lingkungan akan memperoleh
hasil optimal dengan tetap terjaganya lingkungan hidup yang sehat, aman
dan asri. Sebaliknya peristiwa pencemaran/perusakan lingkungan tidak dapat
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ditolenr oleh :masyarakat beradab dan para pe}akunya harus mempertan ggung~
Jawabkan perbuatannya di depan hukum

Kedua penegakan hukum lmg]mngan pldana bers1fat represuf dengan

: memidana sehap perbuaian yang terbukti meianggar hukum (undang-undan 2),

karena. adanya unsur. kesengajaan dan kelalaian. yang mengak:batkan luka -

~ berat, kematian dan kerugian bagi orang lain akibat pencemaran, Pertanggung-
jawaban pidana di sini-adalah pada diri manusia atau badan hukum perdata_:_

- 'secara individual ‘atalr bersama -sama’yang melakukan perusakan dan atan

pencemaran lmgkungan berdasarkan dehk formﬂ dan dehk materll yang terbukt]
dllanggar para pencemar “ .

Ketlga sank31 padana yang dljatuhkan haklm sebagal ulttmum remedzum
dalam kasus-kasus delik lingkungan selama ini relatif sangat rendah Sanksz
pxdana terhadap _ encemar/’perusak }mgkungan bervariasi antara 6 bulan
sampai 5 tahun’ dengan denda paling tinggi Rp. 50 juta atau paling banyak
berupa permtah membayar denda hngkungan bahkan ada pula dibebaskan
hakim sama sekali. Putusan hakim demikian sesungguhnya tidak akan mendidik

dan menjerakan para pencemar dengan kerusakan Imgkungan yang semakzn_

kronis dan waktu ke waktu.

Keempat, meskipun sanksi administratif, perdata dan pidana telah
dijatuhkan, perusakan dan p pencemaran lin gkungan di Indonesia akhirnya hanya
akan dapat dihentiken oleh pencemar sendiri dengan adanya kesadaran tinggi
untuk mematuhi peraturan dan undan g-undang lingkun gan untuk keselamatan
segenap umat manusia. Adanya “kesadaran lingkungan” akan membantu
mengurangi perusakan/pencemaran lingkungan di negeri ini pada masa depan,

Kelima, hukum linglungan pidana sebagai wltimum remedium merupakan
terapi terakhir yang dapat diterapkan di lapangan dalam penegakan hukum
lingkungan dengan operasionalitas dan efektivitasnya amat tergantung pada
kemampuan aparat penegak hukum dalam upaya menciptakan lingkungan
hidup yang nyaman, aman dan asri untuk diwariskan pada anak cucu kita
kelak.
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